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ABSTRAK 
PERIZINAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API 
TERHADAP WARGA SIPIL DI KOTA PADANG OLEH KEPOLISIAN 
DAERAH SUMATERA BARAT 
 (Azhar saputra, 1110112265, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 Halaman, 
2016) 
Pembimbing : Syofiarti S.H, M.Hum dan Titin Fatimah S.H, M.H 
 
         Hingga saat ini banyak warga dari kalangan sipil yang mengajukan izin kepemilikan 
dan penggunaan senjata api di Kota Padang. Baik ditujukan untuk alat pertahanan diri, 
olahraga, dan istansi pengamanan. Hal ini tentu menimbulkan suatu problem tersendiri 
mengingat benda yang diperizinkan tersebut merupakan benda yang berbahaya. Maka 
penulis akan mengangkat skripsi dengan judul perizinan kepemilikan dan penggunaan 
senjata api terhadap warga sipil di Kota Padang Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. 
Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk memberikan data dan informasi. 
Lokasi penelitian dilakukan di kota Padang yaitu di Intelkam Polda Sumbar. Jenis data 
yang digunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan 
data melalui wawancara dan studi pustaka. Rumusan masalah yang dibahas adalah 
bagaimanakah prosedur izin dalam kepemilikan dan penggunaan senjata api terhadap 
warga sipil di Kota Padang, dan kendala yang dihadapi dalam perizinan kepemilikan dan 
penggunaan senjata api terhadap warga sipil di Kota Padang. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; masyarakat sipil pada dasarnya 
di perbolehkan menggunakan senjata api dengan kategori tertentu  dan syarat tertentu 
yang di atur dalam, UU No.8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin 
Pemakaian Senjata Api dan secara umum dalam peraturan SK Kepala Polri No.82 Tahun 
2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik. Dengan 
demikian kewenangan perizinan ini mutlak ada pada Kepolisian RI yaitu Kapolri yang 
dapat didelegasikan kepada kepala satuan jajaran Polri yaitu Intelkam Polri dan Intelkam 
Polda. Dan dengan dikeluarkannya izin tersebut maka juga terdapat pengawasan terhadap 
kepemilikan dan penggunaan senjata api tersebut oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. 
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